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KATA PENGANTAR

Inseminasi Buatan (IB) atau Kawin Suntik adalah suatu cara atau teknik memasukkan
mani (Semen) yang telah dicairkan kedalam alat kelamin betina dengan menggunakan
Insemninasi Buatan. Inseminasi Buatan Merupakan Teknologi Reproduksi untuk
meningkatkan produksi sapi Potong dan Kerbau.

Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri
(SIKOMANDAN) merupakan kegiatan yang terintegrasi, menggunakan pendekatan peran
aktif masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya peternakan untuk
peningkatan populasi dengan kelahiran ternak unggul.

Pada tahun 2021 tolak ukur kinerja yang telah di capai melalui kegiatan pengelolaan
Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan
Kabupaten Adalah Pelaksanaan Inseminasi Buatan 10.540 ekor (112%) dari target 9.400
ekor, pemeriksaan kebuntingan 4.753 (72%) dari target 6.500 ekor dan kelahiran 4.624 ekor
(92%) dari target 5.041 ekor.

Laporan akhir Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,
Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan
Peningkatan SDG Hewan/Tanaman dari dana APBD Tahun Anggaran 2021 ini dfbuat untuk
bahan masukan dan Evaluasi bagi pelaksana teknis dan pejabat-pejabat yang terkait lainnya.
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BABI
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama manusia yang pemenuhannya
merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan senantiasa harus
tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang
terjangkau daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan
dan budaya masyarakat.

Bila ditinjau dari sumber asalnya, bahan pangan terdiri atas pangan nabati
(asal tumbuhan) dan pangan hewani (asal ternak dan ikan). Bahan pangan hewani
yang berasal dari ternak adalah daging, telur dan susu yang berfungsi sebagai sumber
zat gizi, utamanya protein dan lemak. Dengan meningkatnya konsumsi daging, maka
juga terjadi peningkatan penyediaan daging. Dalam kurun waktu yang sama
penyediaan daging sapi lokal rata-rata baru memenuhi 65,24% kebutuhan total
nasional, sehingga kekurangannya masih terpenuhi dari impor, baik berupa sapi
bakalan maupun daging beku.

Menghadapi tantangan tersebut pemerintah telah melakukan program
unggulan untuk peningkatan produksi daging sapi dan kerbau untuk memenuhi
kebutuhan dalam negeri. Mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 pemerintah
telah melakukan terobosan baru melalui program UPSUS SIWAB (Upaya Khusus
Sapi Indukan Wajib Bunting). Dengan upaya khusus ini sapi dan kerbau betina
produktif milik peternak dipastikan dikawinkan, baik melalui teknologi Inseminasi
Buatan maupun Kawin Alam.

Pada tahun 2021 Kementrian Pertanian melalui Dirjen Peternakan dan
Kesehatan Hewan melakukan terobosan baru dengan meluncurkan Program
SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) yaitu Kegiatan yang
terintegrasi untuk meningkatkan hasil produksi sapi dan kerbau secara berkelanjtan
berbasis teknologi.

Ruang lingkup Kegiatan SIKOMANDAN meliputu :
a. Peningkatan kelahiran

b. Peningkatan produkstifitas

c. Pengendalian penyakit hewan dan reproduksi



d. Penjaminan keamanan dan mutu pangan

e. Distribusi dan pemasaran

Pada tahun 2021 Kabupaten Pesisir Selatan ikut mensukseskan Program Nasional
SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) dengan target Inseminasi
Buatan 10.570 ekor, bunting 4.755 ekor dan kelahiran 4.624 ekor.

Inseminasi Buatan (IB) merupakan bioteknologi reproduksi yang sudah
berkembang dan dikenal oleh masyarakat peternak. Banyak keuntungan yang
diperoleh dari pelaksanaan IB, salah satunya peningkatan mutu genetik ternak yang
berdampak pada peningkatan pendapatan.

Penerapan teknologi IB di Indonesia merupakan pilihan yang tepat, mengingat
kondisi geografis Indonesia yang terpencar, sehingga membatasi mobilitas pejantan
melayani betina, serta sistem pemeliharaan skala kecil membutuhkan keaktifan dari

inseminator dalam melayani.

Keberhasilan pelaksanaan IB dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga perlu
pengetahuan dan keterampilan bagi orang yang terlibat dan berkaitan, agar
pelaksanaan IB berjalan lancar sesuai harapan peternak yaitu tingkat keberhasilan

yang tinggi dan kelahiran.

Tujuan

a. Meningkatkan populasi ternak sapi

b. Meningkatkan jumlah ternak yang dipelihara dalam rumah tangga peternak

c. Dapat memperbaiki mutu genetik ternak sapi

d. Meningkatkan wilayah pelayanan perkawinan terutama wilayah terpencil dan
tersebar

Efisiensi penggunaan pejantan unggul

Meningkatkan kelahiran

Mencegah penularan penyakit

S S T

Memungkinkan persilangan antar bangsa sapi dengan perbedaan ukuran berat
badan

i. Sebagai pendukung tercapainya Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau

J.  Mencegah terjadinya pemotongan ternak betina produktif



3. Sasaran
Populasi ternak sapi meningkat
Jumlah ternak yang dipelihara dalam rumah tangga peternak bertambah

e p

Mutu genetik ternak sapi makin baik

e L

Petugas IB yang tersebar di kecamatan

Ternak Akseptor IB

Kelompok Peternak Pengguna Inseminasi Buatan (KPP-1B)
Petugas pelaksana administrasi kegiatan IB

=R oo

Recorder

Terlaksananya peningkatan kemampuan petani dalam pemeliharaan ternak

[

Terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui usaha peternakan

[
.

k. Termotivasinya peternak dan kelompok tenak dalam mengembangbiakan sapi/
kerbau betina produktif dalam melakukan usaha



BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)
1. Akseptor IB

Akseptor IB adalah induk ternak yang menjadi target dari masing-masing petugas
IB yang sudah didata baik yang sudah ataupun belum didaftarkan di iSIKHNAS dan
menjadi target pelayanan IB di wilayah kerjanya.

2. Pelaksanaan IB Reguler

Pelaksanaan IB reguler dilakukan pada ternak yang sistem pemeliharaannya
dilakukan secara intensif atau semi intensif. Ternak vane terdeteksi berahi langsung
dilakukan IB sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) IB, dan dilakukan
pencatatan dan pelaporan melalui iISIKHNAS. Ternak yang sudah di IB 3 kali namun
tidak menunjukan adanya kebuntingan dilaporkan kepada petugas ATR/Medik di
wilayah tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan sttus reproduksi dan jika hasil
pemeriksaan menunjukan gangguan reproduksi maka dilakukan penanganan.

Pada tahun 2021 target Inseminasi Buatan untuk menunjang Program Nasional
Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 9.400
ekor dengan realisasi pelaksanaan 10.570 ekor (100,2%). Kegiatan ini didukung
dengan bahan dan peralatan dari sumber dan APBD dan APBN satker Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.

3. Pelaksanaan IB Introduksi

Pelaksanaan IB Introduksi dilakukan pada ternak yang sistem pemeliharaannya
dilakukan secara semi intensif/ekstensif serta adanya perlakuan sinkronisasi
(penyerentakan berahi). Pada pelaksanaan IB Introduksi terlebih dahulu ternak
dikumpulkan dan dilakukan pemeriksaan reproduksi secara palpasi per rektal. Ternak
yang tidak bunting dengan reproduksi normal dilakukan tindakan sinkronisasi
(penyerentakan berahi), selanjutnya selama 2-3 hari diamati gejala berahi untuk
dilakukan IB. Untuk kelancaran pelaksanaan IB Introduksi dilengkapi dengan :
kandang jepit, pengumpulan ternak, vitamin, obat-obatan dan pelayanan sinkronisasi.

4. Pemeriksaan Kebuntingan
Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) dilakukan melalui palpasi rectal atau dapat

menggunakan alat ultrasonograti (USG). Pemeriksaan kebuntingan melalui palpasi



rectal dilakukan pada akseptor IB dan kawin alam. Untuk pemeriksaan kebuntingan
akseptor IB paling cepat 2 (dua) bulan setelah pelayanan IB. Untuk pemeriksaan
kebuntingan pada kawin alam dilakukan pada saat pengumpulan ternak. Pelaksana
pemeriksaan kebuntingan adalah dokter hewan atau petugas PKb yang sudah
ditetapkan.

Pada tahun 2021 target PKb untuk menunjang Program Nasional Sapi Kerbau
Komoditas Andalan Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 6.500 ekor dengan
realisasi pelaksanaan 4.753 ekor (72%).

5. Pelaporan Kelahiran

Pelaporan kelahiran merupakan laporan kelahiran ternak tahun 2021 maupun 2020
(yang belum dilaporkan) baik hasil Inseminasi Buatan dan hasil kawin alam. Pada
tahun 2021 target kelahiran untuk menunjang Program Nasional Sapi Kerbau
Komoditas Andalan Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 5.041 ekor dengan
realisasi pelaksanaan 4.624 ekor (92%).

B. Penggunaan Alokasi Anggaran

Pengunaan dana pada masing-masing belanja pada Kegiatan Peningkatan SDG
Hewan/Tanaman dengan Total dana Rp.163,700,000,00,- dengan rincian dana tolak ukur
sebagai mana pada tabel dibawah ini :

Rekening Jenis Belanja Jumlah Dana
5.1.01.03.07.0002 | Honorarium Tim Pemeriksaan/Penerima Barang | Rp.200.000,-
5.1.02.01.01.0002 { Belanja Bahan /Material Rp.42.900.000,-
5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan Bakar Minyak Gas Rp.3.040.000,-
5.1.02.01.01.0011 | Belanja Frozen Semen Rp.35.525.000,-
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Rp.35.000,-

Bahan Cetak
5.1.02.02.01.0023 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp.72.000.000,-
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp.3.500.000,-
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp.6.500.000,-
Jumlah Rp. 163.700.000,-

1. Kegiatan yang dilaksanakan
a. Administrasi Kegiatan
Kegiatan Administrasi dilaksanakan oleh Pejabat Pelakasna Teknis Kegiatan,
dibantu oleh Sekretaris Kegiatan Pelaksana lapangan, Pemegang Kas dan Penanggung
Jawab Teknis. Beberapa Kegiatan Administrasi yang dilaksanakan antara lain :



- Membuat laporan bulanan baik kemajuan fisik dan keuangan setiap bulannya,
laporan ini telah dilaksanakan di setiap bulannya.

- Membuat surat yang berhubungan dengan kegiatan.

- Menyusun petunjuk teknis kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pedoman
teknis dalam pelaksanaan agar sasaran yang diharapkan dapat dicapai dengan baik
dan semaksimal mungkin.

b. Belanja bibit ternak

Bibit ternak yang dimaksud adalah Frozen semen/semen beku. Pengadaan frozen
semen dilaksanakan dengan metode pembelian langsung, sebagai tolak ukur kinerja
adalah tersedianya frozen semen/semen beku sebanyak 5.000 straw yang merupakan
produksi BIB Limbukkan Payakumbuh terdiri dari frozen semen Simental 5.000
dosis, Frozen semen ini didistribusikan kepada petugas Inseminasi Buatan di
kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan.

Realisasi target kinerja adalah 100% dengan anggaran yang tersedia
Rp. 35.525.000,- Pekerjaan ini terlaksana 100% baik fisik maupun keuangan.

¢. Belanja Nitrogen Cair (N2Cair)

Nitrogen cair adalah media penyimpanan frozen semen. Frozen semen akan
mengalami penurunan kwalitas juka jumlah nitrogen cair dalam container
penyimpanan atau tidak cukup merendam frozen semen.

Pada tahun 2021 kebutuhan N2cair didukung dari dana APBD Kabupaten dan
APBN satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Dari
APBD Kabupaten Nitrogen cair tersedia sebanyak 1500 liter.

d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak.

Untuk mendukung kelancaran pelaporan oleh petugas dan sebagai bukti fisik
pelaksanaan pekerjaan, pada kegiatan ini menyediakan Photocopy Kegiatan dan
blanko-blanko laporan yang terdapat pada rekening belanja cetak. Belanja cetak pada
kegiatan ini terdiri dari Photocopy Bahan Kegiatan 1 Paket. Penyerapan anggaran
sebesar Rp.35.000,- sesuai dengan dana yang tersedia. Realisasi fisik dan keuangan
adalah 100%.

Laporan Realisasi Pelaksanaan IB, angka kebuntingan dan kelahiran pelaksanaan
kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Tahun Anggaran 2021 dapat
dilihat pada lampiran pada laporan ini.



e. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas
Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan SICOMANDAN tahun 2021 untuk
perjalanan kelapangan sesuai dengan dana bahan bakar minyak dan gas sebanyak
RP.3.040.000,- sesuai dengan dana yang tersedia. Realisasi fisik dan keuangan
adalah 60%.
f. Belanja Jasa Kantor
Pemberian Honorarium pegawai honorer/tidak tetap dikegiatan Peningkatan SDG
Hewan/Tanaman dengan Penyerapan anggaran sebesar RP.72.000.000,- sesuai

dengan dana yang tersedia. Realisasi fisik dan keuangan adalah 100%.



BAB III
REALISASI KEUANGAN DAN FISIK

a. Realisasi Keuangan
Dari dana anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

Peningkatan SDG Hewan/Tanaman sejumlah Rp. 163.700,00,- secara rinci realisasi

keuangan dan fisik seperti tabel dibawah ini :
Target dan Realisasi keuangan dan fisik kegiatan Peningkatan SDG
Hewan/Tanaman TA.2021 seperti tabel di bawah ini :

No Tolak Ukur Keuangan Fisik
Target Realisasi Target | Realisasi
1. | Honorarium PNS 200.000,- - - -
2. | Belanja Bahan Kimia 42.900.000,- | 31.500.000,- | 100% 100%
3. | Belanja Bahan Bakar | 3.040.000,- | 1.805.500,- | 100% 100%
Minyak/Gas
4. | Belanja Bibit 35.525.000,- | 35.525.000,- | 100% 100%

Belanja Jasa Kantor | 72.000.000,- | 72.000.000,- | 100% 100%
(Honorarium Pegawai Tidak

Tetap)

6. | Belanja Perjalanan Dinas| 3.500.000,- | 1.600.000,- 100% 100%
Biasa

7. | Belanja Perjalanan Dinas | 6.500.000,- 5.450.000,- 100% 100%
Dalam Kota

Jumlah 163.700.000,- | 143.880.500,- | 100% | 100%




BAB IV
MASALAH YANG DIHADAPI

Secara umum pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,
Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan
Peningkatan SDG Hewan/Tanaman tidak mengalami kendala yang berarti karena ini
merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahunnya, tapi masih terdapat beberapa hal

yang perlu perbaikan dimasa yang akan datang yaitu :

1.

Belum optimalnya kelembagaan SPIB kabupaten disebabkan belum adanya personil
pada struktur SPIB Kabupaten.

Masih adanya kendala dalam penyedian dan distribusi Nitrogen Cair secara tepat
waktu sesuai kebutuhan disebabkan adanya kendala transportasi dan kerusakan pada
pabrik produsen dan proses penyedian oleh rekanan pengadaan dana APBN satker
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.

Belum tersedianya gudang yang representative tempat penyimpanan bahan dan
peralatan IB.

Belum maksimalnya pelaporan kelahiran karena banyak peternak yang tidak
melaporkan kelahiran tenaknya dan masih kurang aktifnya petugas dalam mencari
data kelahiran ternak hasil IB maupun kawin alam.

Belum optimalnya evaluasi kinerja petugas IB oleh petugas PKb karena banyaknya
petugas PKB yang mengisi jabatan struktural sehingga kekurangan petugas PKB

dilapangan.



BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1.

SARAN

Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman mampu mendorong
percepatan peningkatan populasi baik secara daerah maupun secara nasional dan
mendorong tercapainya program nasional dalam Pencapaian Swasembada
Sapi/Kerbau Tahun 2026.

Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman mampu meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan petani, karena ternak sapi yang dilahirkan dari
teknologi IB secara genetik mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi dari
induknya.

Teknologi IB menjadi primadona dikalangan peternak yang menggunakan
teknologi ini karena sudah merasakan manfaatnya secara ekonomi untuk

peningkatan pendapatan keluarga.

Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman perlu dipertahankan dan
ditingkatkan dimasa mendatang karena merupakan salah satu kegiatan untuk
mendorong tercapainya program pemerintah dalam swasembada sapi/kerbau
tahun 2026.

Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman dapat lebih ditata dan
dilaksanakan sesuai dengan juklak dan juknis sehingga tidak menyalahi dalam
pelaksanaan dilapangan.

Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman perlu selalu dilakukan
evaluasi agar selalu ada pembaharuan dalam setiap pelaksanaanya dilapangan,
mengingat kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun.

Kepada petugas inseminator perlu kehati-hatian dalam melakukan proses
inseminasi, perlunya pencatatan (recording) yang baik setiap melakukan

inseminasi agar tidak terjadi inbreeding (kawin sedarah) terhadap ternak
masyarakat.



5. Perlunya diberikan apresiasi / refresing kepada setiap petugas yang berprestasi
agar termotivasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan kinerja
kedepannya.

6. Perlu adanya bangunan khusus SPIB kabupaten, sehingga semua sarana dan
prasarana IB dapat tersimpan dan tertata rapi pada satu tempat.

7. Perlu adanya frozen semen sapi pesisir agar sapi pesisir sebagai plasma nutfah di
Sumatera Barat dan di Kabupaten Peisir Selatan khususnya dapat dipertahankan

keberadaanya.

Demikianlah laporan tahunan Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanama
Tahun Anggaran 2021 ini disampaikan untuk dapat jadi bahan masukan dan evaluasi.

Painan, Januari 2022

Diketahui Oleh,
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Bidang Peternakan
LINDA MUSTIKA RINI, S.Pt JONI ALFIAN, S.Pt
NIP. 19820905 201101 2 010 NIP. 19680517 199003 1 003

Mengetahui,




REALISASI KEUANGAN DAN FISIK

AGANKERJA (KAK)
KEGUTAN PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/ TANANAN
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DOKUMENTASI KEGIATAN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
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FOTO DOKUMENTASI

Dokumentasi Belanja Frozen Semen Tahun 2021







Dokumentasi N2 Cair Tahun 2021




Dokumentasi Pendistribusian Frozen Semen Tahun 2021
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PESISIA SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN ‘
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jin. Diponegoro Painan Telp. (0756) 22194, Fax. (0756) 22194

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800/43/Disnakkeswan-PS/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PENELAAH DATA SUMBER BENIH LINGKUP DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Menimbang

Mengingat

L

bahwa untuk tercapainya penelaahan data sumber benih
dengan cara menginventarisasi, mengumpulkan, memilah,
mengecek, membuat konsep hasil penelaahan data sumber
benih sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk bahan pertimbangan kebijakan, perlu ditunjuk
personel sebagai Penelaah Data Sumber Benih lingkup
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Pesisir Selatan;

bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan tentang penunjukan Penelaah Data
Sumber Benih lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-
Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-
Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5015);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
Tentaiig Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomar 114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
42/Permentan/QOT.140/3/2014 tentang Pengawasan

Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK-
110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran

Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan
Ternak;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,
Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan struktural Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021
tentang Penjabaran ‘Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggran 2021;

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/35
/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 Tentang
Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2021;

Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/22/Disnakkeswan-
PS/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan
Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Lydia Delvega, S.Pt sebagai Penelaah Data Sumber Benih
dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

1.

: Tugas dan tanggung jawab Penelaah Data Sumber Benih adalah:

Menginventarisasi peraturan perundangan dan ketentuian-
ketentuan yang berlaku dan terkait dengan data sumber
benih untuk digunakan sebagai landasan hukum
pengambilan keputusan;

Mengumpulkan data-data dan infcrmasi serta permasalahan

yang ada sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan kerja;




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

3. Memilah-milah permasalahan data sumber benih sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan
penyelesaian;

4. Mengecek kebenaran dan keabsahan terhadap data sumber
benih sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
mengetahui apakah data sumber benih tersebut sudah
memenuhi persyaratan;

5. Membuat konsep pemecahan masalah terhadap data sumber
benih sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai -
hasil telaahan;

6. Mengetik konsep rekomendasi atas hasil telaahan data
sumber benih sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku sebagai hasil telaahan untuk bahan pertimbangan
kebijakan pipinan;

7. Melaporkan kepada atasan sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan
pertanggungjawaban; dan

: Disamping tugas-tugas sebagaimana tersebut pada Diktum

KEDUA diatas, maka yang bersangkutan diberikan tugas-tugas

tambahan sebagai berikut :
1. Membuat laporan/rekap laporan inseminasi buatan masing-
masing SP-IB;

2. Membantu PPTK kegiatan peningkatan mutu genetik melalui
IB dalam mengevaluasi Pencapaian Inseminator, PKB dan
ATR;

3. Membuat pembukuan tentang distribusi N2 Cair;

Melakukan pencatatan terhadap registrasi akseptor dan

bibit; dan

5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

g

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat
keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Sub Kegiatan Kualitas
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman
Tahun Anggaran 2021.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Painan

5 964341\0198903 1009

xxxxx
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PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Wu DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jin. Diponegoro Painan Telp. (0756) 22194, Fax. (0756) 22194

!
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800/45/Disnakkeswan-PS/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA DATA TERNAK LINGKUP DINAS PETERNAKAN DAN

TAHUN ANGGARAN 2021

- KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

t

Menimbangz

Mengingat

a.

1.

bahwa untuk mengelola data tentang perbibitan dengan
cara  menyusun program, mengendalikan dan
mengkoordinasikan serta memeriksa dan mcngevaluasi
sesuai prosedur dan ketentuan, perlu dltunjuk personel
scbagai Pengelola Data lingkup Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan;

bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu
menetapkan Kcputusan Kepala Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan tentang penunjukan Pengelola Data
dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang
Pembentukan Dacrah  Otonom  Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-
Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun; 1957 Nomor 77) jo Undang-
Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lesmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12,

13.

14,

'é'
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5015);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebageimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahsn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keangan Daerf.h (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Tahun 2016 Nomar 114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
42/Permentan/OT.140/3/2014  tentang Pengawasan
Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Anggeran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

15.

16.

17.

18.

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,
Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan struktural Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggran 2021;

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/35
/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 Tentang
Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna
Anggaran, Kuasa .Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2021;

Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Hewan
Kabupaten Pesisir Sclatan Nomor 900/22/Dienakkeswan-
PS/2021 tanggal 12 Januar 2021 tentang Penunjukan
Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejebat Pelaksana Telmis
Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

: Wendrizal sebagai Pengelola Data Ternak lingkup Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2021.

1.

2.

3.

4.

5

: Tugas dan tanggung jawab Pengelola Data adalah:

Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku;

Menyusun program bahan pengelola data perbibitan sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Mengumpulkan dan memeriksa data_perbibitan sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Mengendalikan, memantau, mengkoordinasikan dengan unit-
unit terkait dan atau instansi lain  dalam rangka
pelaksanaan pengolahan data perbibitan; dan

Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala.

Disamping tugas-tugas sebagaimana tersebut pada Diktum
KEDUA diatas, maka yang bersangkutan diberikan tugas-tugas
tambahan sebagai berikut : 3

1.

Melakukan dan mengawasi mutu semen beku;

2. Menetapkan apakah semen beku tersebut baik/layak untuk

digunakan dilapangan;



KEEMPAT

KELIMA

3. Memeriksa kebutuhan semen beku; dan
4, Melaksanakan tugas kedinasen lain yang diperintahkan oleh
pimpinan baik secare tertulis maupun lisan.

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat

keputusan ini dibebarnkan sepenuhnya pada Daftar Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan Sub Kegiatan Kualitas Pengelolaan
Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman T.A 2021.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Painan




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jin. Diponegoro Painan Telp. (0756) 22194, Fax. (0756) 22194
m/

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KARUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800/46/Disnakkeswan-PS /2021

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA TERNAK UNGGAS LINGKUP DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021 '

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
|

Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya pengelolaan ternak unggas
dengan cara menyusun program, mengendalikan dan
mengkoordinasikan serta memeiiksa dan mengevaluasi
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dalam
pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang
diinginkan, perlu ditunjuk personel sebagai Pengelola
Ternak Unggas lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan
Keschatan Hewan tentang penunjukan Pengelola Ternak
Unggas 'ingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-
Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lenibaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-
Undang Nomor 58 Tahun 1938 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indanesia Nomar 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nemor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);




10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daereh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nognor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia‘Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5015);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
Tentang A paratur Sipil Negara (Lembaran ivegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan  Daerah  {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor S8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5679);

Peraturan Pemerintah Nomar 28 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2016 Tentang Pcraqgkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

[H

Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
42/Permentan/ OT.140/3/2014 tentang Pengawasan

Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

13. Peraturan Daerah Kabupaten Peaiair Selatan Nomor 9
fahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Kenangan
Daerah; )

f

14, Peraturan  Daerah Kabupaten Pealsir Belatan Nomor 6
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Delanja
Daerah Kabupaten Peaiair Selatan Tahun Anggaran 2020;

15. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,
Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan atruktural Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan;

16. Peraturan Bupat Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggran 2021,

17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 000/36
{Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 Tentang
Penunjukan Pegawai Negeri Sipil scbagal Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2021;

18. Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Keschntan
Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/22/Disnakkeswan-
PS/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan
Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabuﬁaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2021. '

MEMUTUSKAN

: Fikih Rapendra Pais schagai Pengelola Ternak Unggas lingleup

Dinas Peternakan dan Kesechatan Hewan Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2021.

: Tugas dan tanggung jawab Pengelola Ternak Unggas adalah:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan

pengelolaan ternak unggas sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan

dapat berjalan dengan baik;

Memantau pengelolaan ternak unggas;

3. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan
dalam pelaksanaan;

L



4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau
instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program
dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang
optimal;

5. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan

penyusunan program berikutnya.

KETIGA Disamping tugas-tugas sebagaimana tersebut pada Diktum
KEDUA diatas, maka yang bersangkutan diberikan tugas-tugas
tambahan sebagai berikut :

1. Merencanakan kebutuhan penggunaan semen beku;
2. Melakukan identifikasi ekseptor IB dan mengisi kartu
peserta IB;

Melaksanakan IB pada ternak;

4. Membuat pencatatan dan laporan pelaksanaan IB dan

menyampaikan kepada petugas PKB;

5. Berkoordinasi dengan petugas PKB, ATR dan Medik

Veteriner; dan

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

o

KFEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat
keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Dokomen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan
Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro
Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021,

Ditetapkan di Painan




PESISIA SELATAN

s
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PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jiri. Diponegoro Painan Telp. (0756) 22194, Fax. (0756) 22194

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800/44/Disnakkeswan-PS/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA PETERNAKAN LINGKUP DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Menimbang

Mengingat

a.

1.

bahwa untuk tercapainya pengelolaan data pakan ternak
seria pengolahan dan pcmasaran hasil peternakan dengan
cara menyusun dan mengendalikan program kerja
schingga pelaksanaan program dapat terlaksana secara
terpadu dan mendapatkan hasil yang maksimal sebagai
pengelola peternakan lingkup Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan;

bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan tentang penunjukan Pengelola
Peternakan dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021,

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah  Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-
Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-
Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ’

Undang-Undang Nomor 15 tshun 2004 tentang

[SYe



10.

11.

12.

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Iembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5015);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor ‘23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah  (Lemharan Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keangan Daerah (Lembaran Negara Republ’k
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pcraturan Daerah Kabupa;cn Pesisir Selatan Nomor 9

Tahun 20C8 tentang Pokok:= Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah; :



Menetapkan
KESATU

KEDUA

13.

14,

15.

16.

17,

1.

2.

3.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,
Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan struktural Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Beianja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggran 2021;

Keputusan Bupati Pesisir' Selatan Nomor 900/35
/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 Tentang
Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Dinas Peternakan dan

Keschatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2021;

Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/22/Disnakkeswan-
PS/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan
Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Peternakan dan

Keschatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

: Jaka Alwis Mustia scbagai Pengelola Peternakan lingkup Dinas
Peternakan dan Kesehatan He

Tahun Anggaran 2021.

wan Kabupaten Pesisir Selatan

: Tugas dan tanggung jawab Pengelola Peternakan adalah:

Mempelajari pedoman dan Petunjuk sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku;

Menyusun program bahan pengelola peternakan sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Mengumpulkan dan memeriksa data peternakan sesuaj
prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Mengendalikan, memantau, mengkoordinasikan dengan unit-
unit terkait dan atay instansi lain dalam rangka
pelaksanaan pengolahan data peternakan; dan -
Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: Disamping tugas-tugas scbagaimana tersebut pada Diktum
KEDUA diatas, maka yang bersangkutan diberikan tugas-tugas
tambahan sebagai berikut :

1
2.

3.
4.

5.
6.

Merencanakan kebutuhan penggunaan semen beku;
Melakukan identifikasi akseptor IB dan mengisi kartu peserta
IB;

Malaksanakan IB pada ternak;

Membuat pencatatan dan laporan pelaksanaan IB dan
menyampaikan kepada petugas PKB;

Berkoordinasi dengan petugas PKB, ATR dan medik veteriner;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat
keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Sub Kegiatan Kualitas

Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman
Tahun Anggaran 2021.

: Keputusan ini berlaku sejuk tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Painan




-1 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jin. Diponegoro Painan Telp. (0756) 22194, Fax. (0756) 22184

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomer : 800/42/Disnakkeswan-PS/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK LINGKUP DINAS
PETERNAKAN DAN KESEKATAN HEWAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Menimbang : a. bahwa untuk menerima, mempelajari dan mengawasi
mutu bibit ternak sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku, perlu ditunjuk p:rsonel sebagai Pengawas Mutu
Bibit Ternak  dilingkungan Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud hurui a diatas, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan tentang penunjukan Pengawas Mutu
Bibit Ternak dilingkungén Dinas Peternakan Dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Linglcungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-
Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-
Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

b

Undang-Undang Nomer 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Ta:pbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentarg
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400); ' :

{



S.

10.

11.

12.

13.

14.

33 tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun' 2009 tentang
Peternakan dan Keschatan Hewan (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5015); \

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor S5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsin% Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4577);

Undang-Undang  Nomor

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
42/Permentan/QT.140/3/2014 tentang Pengawasan
Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK-
110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran
Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan
Ternak;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Anggaran Fendapatan dan Belanja
Daerah Kapupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

15.

16.

17.

18.

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,
Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatun struktural Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan,

Peraturan Bupati Pesisir Sclatan Nomor 2 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggran 2021;

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/35
/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 Tentang
Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengduna Anggaran, Bendahara
Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2021;

Keputusan Kepala Dinas Peternaken dan Kcschatan
Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/22/Disnakkeswan-
PS/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan
Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menunjuk Gondra Yoni, 8.Pt dan Ade Putra Syam sebagai
Pengawas Mutu Bibit Ternak dilingkungan Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2021.

1.

: Tugas dan tanggung jawab Pengawas Mutu Bibit Ternak adalah:

Menerima dan menginventarisasi data mutu bibit ternak
sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut;

Mengidentifikasi data mutu bibit temak sesuai prosedur
dalam rangka pelaksanaan pengawasan;

Mengawasi mutu bibit ternak sesuai prosedur dalam rangka
tercapainya sasaran yang diharapkan;

Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur sebagai
bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;

Mempelajari data mutu bibit ternak sesuai prosedur yang
berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
Mengklasifikasi data mutu bibit ternak sesuai prosedur
untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan;

Mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan yang
timbul dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai
prosedur agar tercapai sasaran yang diharapkan.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

- Disamping tugas-tugas scbagaimana tersebut pada Diktum

KEDUA diatas, maka yang bersangkutan diberikan tugas-tugas

tambahan sebagai berikut :

1. Merencanakan kebutuhan penggunaan semen beku;

2. Melakukan identifikasi aksépt?-r“IB dan mengisi kartu peserta
IB: e

3. Melaksanakan IB pada-ternak;

4. Membuat pencatatan dan laporan pelaksanaan IB dan
menyampaikan kepada petugas PKB;

5. Berkoordinesi dengan petugas PKB, ATR dan Medik
Veteriner; dan

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat

keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hcwan Kabupaten Pesisir Selatan Sub Kegiatan Kualitas
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman
Tahun Anggaran 2021,

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

&Y
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PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

W DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp./Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 820/ 13f /KPTS/DISTAN-PS/2021

TENTANG

PENEMPATAN PEJABAT PELAKSANA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir
Selatan, perlu difungsikan jabatan yang ada melalui penempatan
Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf “a” di atas, perlu
ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang — Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi
Sumatera Tengah, Jis Undang — Undang Nomor : 21 drt Tahun
1957 joUndang — Undang Nomor : 58 tahun 1958;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 77 ) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;

3. Undang - UndangNomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Daerah;

4. Undang — Undang Nomor 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir

Ninindai dennan CamSecannar



10.

11

12,

13.

14.

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 T: ahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19
tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur jabatan Pelaksana
Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir
Slatan Nomor 217), scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun
2021 Tenmtang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 20121
tanggal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir

Ninindai dennan CamSrannar
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan disa

Sclatan;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 146 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Dacrah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021; dan

16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/643/Kpts/BPT-
PS/2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas
Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Nama-nama Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana
tersebut pada lajur 2, dengan nama jabatan dan penempatan
sebagaimana tersebut pada lajur 3 dan lajur 4 Lampiran keputusan
ini;

Tugas Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
tersebut pada diktum KESATU keputusan ini yaitu melaksanakan
tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing;

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum
KEDUA keputusan ini, Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri
Sipil bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Pengawas
masing-masing;

Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri
Sipil mengacu pada anggaran masing-masing kegiatan sebagaimana
tersebut pada lajur 5 Lampiran Keputusan ini;

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya; dan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

alkan kepada Yih ;

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Dacrah Kabupatren Pesisir Selatan di Painan.

3. Personil bersangkutan;

4. Arsip
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